
BAGIAN BUKUM DAN HAM 
SEKRETARIAT DAERAH 

KABUPATEN GIANYAR 

RETRIBUSI IZIN GANGGUAN 

TENTANG 

PERATURAN DAERAH KABUPATEN GIANYAR 
NOMOR 17 TAHUN 2010 



Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pcmbentukan Daerah- 
dacrah Tingkat II daJmn Wilayah Daerah-dacnh Tingk.at I Bali, Nusa 
Tenggara Barat dan Nusa Tcnggara Timur (Lembaran Negara 
Rcpublik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembanm 
Negara Republik Indonesia Nomor 16SS); 

2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 temang Keteoagaketjaan 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39, 
Tambalum Lembanm Negara Republik Indonesia Nomor 4279); 

3. Undang-Undang Nomor IO Tahun 2004 tentang Pembentuk.an 
Peraturan Penmdang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 4389); 

Menimbang : a. bahwa retribusi daerah merupakan salah satu sumber pendapetan 
daerah yang penting guna membiayai penyelenggaraan pcmerintaban 
daerah dan meningkatkan pelayanan kepada masyarakat, sehingga 
perlu pengaturan berdasarkan prinsip demokras~ pemerataan dan 
keadil~ peran serta masyarakat, dan alruntabilitas denpn 
memperhatibn potensi daerah; 

b, bahwa dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 
tentang Pajak Damm dan Retribusi Daerah, mengamanatkan 
pengatunm Retribusi Izin Gangguan dengan Peraturan Daerah; 

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebegaimana dimaksud dalmn hmuf 
a dan huruf b, perlu mcrnbcntuk Peraturan Dacrah tentang Retribusi 
Izin Gangguan; 

BUPATI GIANY AR, 

DENGAN RAHMAT 1UHAN YANG MAHA ESA 

RETRIBUSI IZIN GANGGUAN 

TENTANG 

NOMOR 17TAHUN2010 

PERATURAN DAERAH KABUPATEN GIANY AR 
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14. Peraturan Daerah Kabupaten Gianyar Nomor 6 Tahun 2008 tentan& 
Orpnisasi dan Tata Kerja Paangbt Daerab K.abupeten Gianyar 
(Lembaran Daerah Kabupaten Gianyar Tahun 2008 Nomor 6, 
Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Gianyar Nomor 6); 

4. Undang-Undang Nomor 32 Tehun 2004 tentang Pemerin1ahan Daaah 
(Lembaran Negara Rcpublik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), 
scbagaimana telah diubah bcbcnpa kali , terakhir dengan Undang 
Undang Nomor 12 Tahun 2008 tamng Perubllum Keclua Atas 
Undang-U~Nomor 32 TablDl 2004 tentang Pemerin1ahan Daerlh 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Talnm 2008 Nomor S9, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844); 

S. Undang-Undang Nomor 2S Tahun 2007 ten.tang Penanaman Modal 
(Lembaran Negara Rq,ublik Indonesia Tab.un 2007 Nomor 67, 
Tambahan Lembarmt Negara Republik Indonesia Nomor 4724); 

6. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penman RUIDg 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, 
Tambahan Lemberan Negara Republik Indonesia Nomor 4725); 

7. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tmana Pajak Daerah clan 
Rmibusi Daaah (Lemblran Negara Rq,ublik Indonesia Tahun 2009 
Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Rq,ublik Indonesia Nomor 
5049); 

8. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan 
Pengelolaan Lingkunpo Hidup (Lembaran Negara R.epublik Indonesia 
Tabtm 2009 Nomor 140, Tambahan Lemblran Negara Rq,ublik 
Indonesia Nomor 5059 ); 

9. Undang-Undang Nomor 36 Tah1m 2009 tentang Kescbatan (Lembarmt 
Negara Republik Indonesia TahlDl 2009 Nomor 144, Tambeban 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor S063); 

10. Peraturan Pcmaintah Nomor 26 Tahun 2008 taang Rencaoa Tata 
Ruang Wilayah Nasional ( Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2008 Nomor 48, Tambeban Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 4833); 

11. Peraturan Marteri Dalmn Negeri Nomor 27 Tahun 2009 tentang 
Pedoman Penetapm lzin Gangguan di Daerah; 

12. Peraturan Daerah K.abupat.en Daaah Tingkat n Gianyar Nomor 6 
Tahun 1990 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Linglamgan 
Pemerintab Daerah Tingkat n Gianyar ( Lembaran Daerah Kabupeten 
Daerah Tmgkat D Gianyar Nomor 6, Seri D Nomor S); 

13. Peraturan Daerah Kabupaten Gianyar Nomor 5 Tahun 2008 tammg 
Urusan Pelllerin1aban Daerah ( Lembaran Daerah Kabupaten Gianyar 
TahlOl 2008 Nomor 5, Tambahan Lembann Daerah Kabupaten 
Oianyar Nomor 5 ); 
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6. Izin gangguan yang selanjutnya disebut izin adalah pemberian izin 
ternpat usaha/ kegiatan kepada orang pribadi atau badan di lokasi 
tertentu yang dapat menimbulkan bahaya, kerugian dan gangguan, 
tidak termasuk tempat usaha atau kegiatan yang telah ditentukan oleh 
Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah. 

7. Pelayanan Perizinan adalah kegiatan pe.nyelenggaraan suatu perizinan 
dan non perizinan yang berupa pendelegasian atau pelimpahan 
wewenang dari Bupati, lernbaga atau instansi yang memiliki 
kewenangan perizinan dan non perizinan yang proses pengelolaannya 
dimulai dari tahap pennohonan sampai tahap terbitnya dokumen yang 
dilalrukan dalam suatu tempat. 

8. Perubahan Perusahaan adalah perubahan data perusahaan yang 
meliputi perubahan nama perusahaan, bentuk perusahaan, alamat 
kantor perusahaan, nama pemilik/ penanggung jawab, NPWP. Modal 
dan K.ekayaan Bersih, K.elembagaan. Bidang Usaha, dan barangljasa 
dagangan utama. 

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan : 
I. Daerah adalah Kabupaten Gianyar. 
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur 

pe:nyelenggara pernerintahan daerah. 
3. Bupati adalah Bupati Gianyar. 
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD 

adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Gianyar. 
5. Gangguan adalah segala perbuatan dao/atau kondisi yang tidak 

menyenangkan atau mengganggu kesehatan, keselamatan, ketentraman 
dan/atau kesejahteraan terhadap kepentingan umum secara terus 
menerus. 

Pasal I 

KETENTUAN UMUM 

BABI 

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG RETRIBUSI IZIN GANGGUAN. 

MEMUTUSKAN : 

BUPATI GIANYAR 

dan 

DEW AN PERW AIGLAN RAK.Y AT DAERAH KABUPATEN GIANY AR 

Dengan Persetujuan Bersama 
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9. Retnbusi Dacrah yang selanjutnya disebut Retnbusi, adalab pungutm 
Daerah sebegai pembeyaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang 
khusus disediakan dan/atau diberilam oleh PemcrintBh Daerah untuk 
kepentinpn <nDI pribadi atau Badan. 

10. Badm adalah ............ ormg dan I atau modal yang merupakan 
kesatuan, baik yang melakukan usaba maupun yang tidak. mellkukao 
usaba yang mcliputi perseroan labetas. perseroaan komanditer, 
peneroan lainnya, Badan Usaba Milik Negara (BUMN), atau Badan 
Usaha Milik n.er..b (BUMD) clenpn mma dan dalam bentuk apepun, 
tinna, kongsi, koperasi, daoa pension , pcrsekutuan, perkumpulan, 
yayuan, orpnisasi massa, orpnisesi sosia1 politik, atau orpnisasi 
lembqa lainnya, lembega dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak 
invcstasi kolektif clan bentuk useba tmp. 

11. Perizinan tertentu adalah bgiatan tertentu Pancrintah Daerab dallln 
rangb pc,mberian izin kq,ada orang pribadi atau badan yang 
din,-ks11dbo untuk pembinaan, penpturan, pcngendalian dan 
pengawasan atas kegiatan, peman&atan 111111& 9er1a pengunaan 
sum.her daya alaJn, berang, prasanma, sarana atau fasilitas tmtmtu 
guoa mclindungi kepentingan umum dan menjap kelcstarian 
lingkungan. 

12. Wajib Relribusi adalah orang pnmdi atau bldan yamg men.unit 
peratunn penmdaog'"'1Ddanpn retrlbusi diwajibbo untuk melakukao 
pembayaran retn"busi, t.ennasuk pemungut atau pem<Jtona retn'busi 
tcrtentu. 

13. Masa retribusi adalab suatu jangka waktu tertentu yang rncrupmkan 
batas waktu begi wl\iib retrlbusi untuk mananfiuttkan jasa dan 
pcrizinan terlaltu dari Pemerin1ah Dacnh yang bersangkut:an. 

14. Smat Setonm Relribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat SSRD, 
adalah bukti pembayanm atau penyetono retrlbusi yang telab 
dilakukan dengan menggunakan formulir atau telah ctileknkan denpn 
cara lain Ice kas daerah mclalui tempat pembeyaran yang ditunjuk olch 
Bupati. 

IS. Surat Ketetapen Rdribusi Dlerah, yang selmjutnya disingbt SKRD 
adalah surat ketetap111 retribusi yang menentulam besamya jumlah 
pokok retrlbusi yang terutang. 

16. Surat Ketetapan Retribusi Deerah Lcbih Bayar, yang selanjutnya 
disingbt SllDLB, lldalah surat kdmpm1 retn'busi yang mcnentubo 
jumlah kelcbihan pembayanm retnl>usi karena jumlah kmlit retnl>usi 
lebih beur daripada retrlbusi yang tauamg atau sebarusoya tidak 
tcrutang. 

17. Surat Tagihan Retribusi Daerab, yang selanjutnya disingkat STRD, 
adalah swat untuk melakukan tagihan retribusi dan/atau sanksi 
administratif bcrupa buoga dan/atau denda. 
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(1) Subjek Retribusi lzin Oangguan adalah orang pnoadi atau baden yang 
memperolcb Izin Ganguan dari Pemerin1ab Daerab. 

(2) Wajib Retn'busi adalah orang pnDBdi atau badan yang menurut 
keteofuao peratunm penmdans..undanpo rdribusi diwlgibbn untuk 
meboo•kao pembayann retribusi, termasuk pemungut atau pemotong 
Ranousi Izin 0angguan. 

Pasal 4 

Pasal 3 

(1) Objek Retribusi Izin Oangguan adalah pcmberian izin 1mlpat 
usahalk.egiatan kepada orang pribedi atau badan yang dapat 
menimbulkan ancaman babaya, kerugian dan/atau ~ tennasuk 
pcngawasan dan pengendalian kegiaum usaba sccara taus-menerus 
untuk mencegah. terjadinya ganggum ketatiben, bsebnnahm, atau 
kescbatan umum, memclihlra kctertiban lingkunpo, dan memenuhi 
norma keselarnatan dan kesehatan ketja. 

(2) Tidak. termasuk objek Retnousi sebapimana dimaksud pada ayat (l) 
ada1ab tempat usaha/kegiatan yang telah ditmtukan oleb Pemerintah 
atau Pemcrimah Daenh. 

Denpn mma Rmibusi lzin GMggwm dipungut retribusi atas pclayanan 
Pemberian izin tempat usabalkegiatan kepada onmg pribadi atau badan di 
lokasi tertmtu yang dapat menimbulbn ancaman bebaya, kerugian 
dan/atau gangguan. 

BAB II 

NAMA, OBJEK DAN SUBJEK RETRIBUSI 

Pasal 2 

18. Pemeriksaan adaJab serangkaian kegiatan mengbjmpun clan mengolah 
data. keterangan, dan/atau bukti yang dileksanakan scan objektif dan 
profesional berdasarkan suatu standar pemcriksaan untuk menguji 
bpatuban pemmulrm ~iban petpljekan daerah clan retribusi clan/ 
atau mtuk mj~lain dallm rmgka mdakseoakao kttenh1ao peraturan 
penmdang-undanp ftinnusi daerah. 

19. Penyidikan tindak pidlna di bidang mribusi adalah senmgkeiln 
tiodakan yang dilakJikan oleh penyidik untuk mencari serta 
mcngumpu.lbn bukti yang dengan bukti itu manbuat taang tindak 
pidana di biding retribusi yang 1ajadi 9el1a menemubn tasanglrmya. 
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Pase.I 8 

(1) Tarifretribusi ditinjau kanbali paling lama 3 (tiga) tahun sekali. 
(2) Peninjauan tarif retribusi sebegairnana dimaksud pada ayat (1) 

dilakukan dengan memperbatikan indeks barga dan pcrkembanpn 
perdconomian. 

(3) Peninjauan tarif sebagaimana dimabud pada ayat (2) ditmplcan 
dengan Peraturan Bupati. 

(1) Prinsip dan sasaran dalmn penetapan tarif retribusi izin gangguan 
didasarkan pada tujuan untuk menutup sebagian a1au selmuh biaya 
penyelenggaraan pembcrian izin yans bersangkutan. 

(2) Biaya peoydenggaraan prmberian izin sebapimana dimaksud pada 
ayat (1) meliputi penert,itan dokumen izin, pengawasan di lapangan, 
paqakan hukum, penatausahaan. dan biaya dampak ncptif dari 
pemberian izin tersebut. 

Pasal 7 

PRINSIP DAN SASARAN DALAM PENETAPAN STRUKTIJR DAN 
BESARNY A TARIF RE1RIBUSI 

BABY 

Tingkat pcnggunaan jasa diulwr bcrdasarkan hJBS tanab yang 
d~ penmtukan kawasan dan jenis usaba yang direnCAD1bn 
oleh pengguna jasa. 

Pasal 6 

CARA MENGUKUR TING.KAT PENOOUNAAN JASA 

BAB IV 

GOLONOAN RETRIBUSI 

Pasal s 
R.etribusi Izin Om(..-, digolmgbn kcdalm, R.etribusi Perizinan 
Tertentu. 

BAB ID 
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Bcsarnya Tarif Dasar Rmibusi Izan Oangguan ditetapkan sebtgai bcrikut : 
a. untuk bangunan tertutup sebesar Rp. 1.000,- per m2; dan 
b. untuk bangunan terbuka sebesar Rp. 650,- per m2. 

Pasal 10 

(2) Luas tempat usaba sebagaimana dirneksrJd peda ayat (1) mcliputi luas 
lantai bangunan dan luas mangan terbuka yang dipergunalam 1empat 
usaba dengan klasifikasi : 
a. luas 10 m2 s/d 100 m2 dikeoabn indek 2; 
b.luas 101 m2 s/d 250 m2 dikenakan indek 3; 
c, luas 251 m2 s/d 500 m2 dilreoakan indck 4; 
d.luas SO 1 m2 s/d 1.000 m2 dikeoabn indek 6; dan 
e.luas di atas 1.000 m2 dikenakan indek 8. 

(3) Indek lokasi sebagaimana dimaksud peda ayat (1) ditetapkan sebapi 
berikut 
a. lok.asi diseldtar jalan arteri Provinsi dikeoabn Indek 2; 
b. lokasi diselchar jalan Kabupaten dikcoakao indek. 3; dan 
b. lokasi kawasan pem•ikiman I Hnglnmgan dikenakan lndek S • 

(4) lndek gangguan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan 
sebapi berikut 
a. gangguan bell dikeoakan lndek 2; 
b. gangguan wdaog dikenakan indek 3; dan 
c. gangguan berat dikeoakan Indek s . 

(S) lndelc modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sebapi 
berikut: 
a. di bawah Rp. S0.000.000,- dikenakan. indek 2; 
b. antara Rp. S0.000.000,- sld Rp. 500.000.000,- dikmabn indek 4; 

dan 
c, di atas Rp. 500.000.000,- dikeoabn indek 6. 

um Tcmpmt Ullha x ( lndek Lw + lndek 1..-.i + lndek 0Pgum + lndek MocW) ~~~~~~~~~~~~~~~~~~xTsit'Dmr 

(1) Besamya tarif retribusi Izin Gangguan ditetaJ'kao berdasarkan 
perbitungan : 

Pasal 9 
I 

STRUKTUR DAN BESARNY A TARIF RETRIBUSI 

BAB VI 



8 

Pasal 13 

(I) Rdn"busi · dipuogut dcnpo menggunakan SKRD atau dokumcn 
lainnya ymg dipersamakan. 

(2) Dokumcn lain yang dipersamakan sebapimana dimaksud pada ayat 
(1) berupa resi. 

(3) Ketentum lebih lanjut mc:ngcoai 11ta cara pemungutan Retn1>usi 
diatur dcngan Peraturao Bupati. 

BAB IX 

TATA CARA PEMUNOUTAN 

Pasal 12 

( 1) Setiap orang pn"bedi atau bum ymg meperoleb pelayanan pemberian 
izin gangu,m wajib manbayar retn"busi. 

(2) Pembayaran rdribusi sebaphnena dimekm.lCf pada ayat ( l) wajib 
dilakubn secara tunai dan tunas. 

(3) Pembayaran diJakukao pada Kas Daerah atau di tanpat lain yang 
ditentukan olch Bupati. 

(4) Setiap pembeyanm retribusi dt"berikan tanda bukti pembayaran 
retribusi dan dicatadcan dalam buku daftar penerimaao rdribusi daerab. 

(S) Bupati atas pcrmohonan wajib rdribusi setelah memcnuhi persyara1an 
yang ditentukan dapat memberikan penetujuan kepada wajib retribusi 
untuk menpnpur atau menunda pembayaran retribusi. 

(6) Ketentuan lebih lanjut mengenai taia cara pembayanm, tanpat 
pembayanm, angsuran, dan pemmdaan pembayaran retribusi diatur 
dengan Peraturan Bupan. 

PENENTUAN PEMBAY ARAN, TEMPAT PEMBAY ARAN, 
ANGSURAN DAN PENUNDAAN PEMBAY ARAN 

BAB VIII 

Retribusi izin pngguan dipungut di wilayab Kabupaten Gianyar. 
I 

Pasa111 

WILA Y AH PEMUNOUTAN 

BAB VU 
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BAB XII 

PENOHAPUSAN PIUTANG RETRIBUSI YANG KEDALUWARSA 

Pasal 16 

{l) Bak untuk. mehoo•bo penagibao retribusi mmjadi kcdaluwarsa 
sctelah melampeui Jangka waktu 3 (tiga) tabWI tabitung sejak saat 
terutangnya rctribusi, kecuali jika Witjib Retnl>usi melakukao tindak 
pidana chl,idang retnousi. 

(2) Kcdaluwarsa penaaiban retribusi 9Cbapimana dimabud pada ayat 
(1) tcnaoguh apa bila: 
a. ditabitbn surat teguran/pcringmsurat Jainnya yang sejenis; 

atau 
b. ada pengalruan utang retnousi dari Witjib Retribusi, beik 

langsung maupuo tidak laogsung. 

BAB XI 

PENAGlllAN 

PasaJ IS 

{ 1) Retribusi yang terutang ditagih denpn STRD. 
(2) Dalam bal wajib retribusi tidak manbayar tepat pada waktunya atau 

kurmg membayar, penagihan retribusi didahului dengan sul'lt 
tegurau/perinpt atau surat 1ainnya yang sejenis. . 

(3) Pcngeluanm surat teguran sebapi awal tindekao ~laksanuo 
penagjhan Re1n"busi dikeluarkan segera SC1elah 7 (tujuh) hari sejak 
jatuh tempo pcmbayaran. 

(4) Dalarn jangka waldu paling lama 7 (tujuh) hari setclah 1anga1 surat 
teguran diterima, Wajib Rmibusi wajib melunasi retribusinya yang 
terutang. 

(S) Surat teguran sebagahmma dimaksud pada ayat (2) dikeluarbn oleh 
Bupati atau pejabat yang ditunjuk. 

(6) Ketentuan lebih lanjut mengcnai tata cara penagihan diatur dcnpn 
Peraturan Bupati 

BABX 

SANKSI ADMINISTRATIF 

Pasal 14 

Dalam bal ~ib retribusi tidak membayar tepat pada waktunya atau 
kurang membaymt dikervdam sanksi edministrasi berupa bunp sebesar 
2% (dua per scratus) 9Ctiap bu1an dari retJDUSi yang terutang atau kunmg 
dibayar dan ditagih dengan menggunakan STRD. 
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BABXIII 

PENYIDIKAN 
Pasal 18 

(I) Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintab 
Daerah diberi wcwcnang khusus untuk melalrubn pmyidibn tindak 
pidana dl"biclang retnousi izin gangguan. 

(2) Wewaumg Penyidik sebagahoana dimaksud peda ayat (1) meliputi: 
a. menerima, mencari, mengumpuJbn, clan meneliti keteranpn 

atau laporan berkenaan dengan Tmdalc Pidana dibidang retn"busi 
agar kcterangan atau laporan tcrsebut mcnjadi lebih lcngkap clan 
jelas; 

b. meneliti, mencari, dan mmgumpulbn keterangan mmgenai 
orang pribadi atau badan 1mmng kebcmran perbumn yang 
dilakukan sehubungan dengan tindak pidana retn"busi; 

c. meminta kcterangan dan bahan buk.ti dari orang pn"badi atau 
badan sehubungan dengan tindak pidana dibidang retnbusi; 

d. manaiba buku, catwn, dan dokumen lain bertenun da:tpn 
tincllk pidana dibidang recribusi; 

e, melakubn penggeledaban untuk mmdapetbn blllum. bukti 
pembukuan, ))CMllalan, clan dokumen lain, 9er1a melakubn 
penyitaan terbadap bahan bukti tersebut; 

f. memima bantuan tenaga ahli dalam ran8ka pelaksaoun tups 
penyidibn tindak piclana dibidang retn"busi; 

Pasal 17 

(1) Piutang retribusi yang tidak mungkin ditagih lagi karma bak untuk 
melak,IQII pemgilrm sudab keclaluwarsa dapat dibapuskan. 

(2) Bupati IDClldapkan keputusan penghapusan piumng recribusi yang 
sudah keclaluwarsa sebagaimana dimakslKI pada ayat (1 ). 

(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penghapusan piubmg 
retribusi yang sudah kedaluwarsa diatur dengan Peratunm Bupati. 

(3) Dalaln bal ditabitbn surat teguran sebapinvma dimaksud pada ayat 
(2) huruf a, kedaluwarsa penagiban dihitung sejalc tanaaJ 
diterimanya surat tegman tersebut 

(4) Pcqpkuan utang retnousi secana lanpmg scbat.pimana dimaksud 
pada ayat (2) huruf b, dilakukan oleh Wajib Retn1Jusi dengan 
kel9danamya ~ masib mcmpunyai UWlg recribusi clan 
belmn mehmlsinya peda Pemerintah Dllerah. 

(S) Pengalruao utang retribusi secara tidak lanpung sebegabnana 
dimaksud peda ayat (2) huruf b, daplt diketabui dari penpjmm 
pennohonan angsuran mu pmnndun pembayanm clan permobomm 
keberatan oleh wajib mnousi. 
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BAB XV 
KETENIUAN PERALlllAN 

Pasal 20 

( 1) Izin HO sebagaimana dimeksud dalam Peraturan Daerah Kabupe1at 
Daerah Tmgkat D Oianyar Nomor 4 Tahun 1984 teotang Biaya 
Admini*8si Keplda Setiap Pengusaha Untuk Mendapatkan lzin 
Tempat Usaba, adalah Izin Oangguan sebapimana dimaksud daJam 
Peraturan Daerah ini. 

(2) Biaya HO sebagaimana dimakslJd dalam Pasal 2 ayat (3) hmuf b 
Peraturan Daerah KabupBten Daerah Tmgkat n Gianyar Nomor 4 
Tahun 1914 tentang Biaya Adminis1rasi Kepada Setiap Pcogusaba 
Untuk Mendap,tkan lzin Tempat Usaba, dinyatakan tidak berlaku 
clan selanjutnya mcnjadi R.etribusi scbapimana diatur daJam 
Peraturan Daerah ini. 

negara. 

g. menyuruh bementi dan/atau melanmg sesconng meninggalbn 
ruangan atau tempet pada saat pcmeriksun sedang berlanpmg 
dan memeriksa identitas orang, benda, dan/atau dolaunen yang 
dibawa; 

b. memotret sc:seorang yang berbmm dengan tindak pidana 
rmibusi; 

i. menumggi11 orang untuk cDdengar bteranpnnya clan diperiksa 
sebagai. tersangka atau saksi; 

j. mengbentikan pcnyidikan; dan/atau 
k, melalmbn tindlbn. lain yang perlu untuk kclancaran penyidikan 

tindak pidana dibidlng retribusi scsuai dengan ketentuan 
pera1Uran penmdang-undangan. 

( 4) Penyidik sebagaimena dimaksud pada ayat (1) memberitahukan 
dimulainya penyidikan dan menyampaikan basil penyidibonya 
kepada pcnuntut umum melalui penyidik pejabat Polisi Negara 
Rq,ublik Indonesia, -- dcngan keb1tuan yang diatur da1arn 
Undang-Undang Hukum Acara Pidana. 

BAB XIV 
KETENTUAN PIDANA 

Pasal 19 

(1) Wajib R.etribusi yang tidat mel1ksmakao kewajibannya sebiogp 
merugubn kl'Awngan dlerah diancam pidana lrurunpn paling lama 3 
(tiga) bulan atau pidana denda paling benyak 3 (tiga) kali jmnbth 
retribusi terutang yang tidak atau lwrmlg dibayar. 

(2) Tindak pidana sebagaimena dJmaksud pada ayat (1) adalah 
pelanggaran. 
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LEMBARAN DAERAll KABUPATEN GIANY AR TAHUN 2010 NOMOR 17. 

Diundangkan di Oianyar 
pada tanggal 27 Desember 2010 

SEKRET ARIS AERAH KABUP ATEN GIANY AR. 

Ditetapkan di Oianyar 
pada-tanggal 27 Oesember 2010 

BUPATI GIANY AR, 

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan 
Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Dam'Bh 
Kabupatm Oianyar. 

I Pasal 21 

KETENTUAN PENUTUP 

BAB XVI 
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Pasal 6 
Cukup jelas. 

Pasal s 
Cultup jelas. 

Pasal 4 
Cukup jelas. 

Pasal 3 
Cukup jelas. 

Pasal 2 
Cukup jelas. 

0. PASAL DEMI PASAL 

Pasal 1 
Cukup jelas. 

Bcrdasarkan ketcntnao Undang·Undang Nomor 28 Tahun 2009 teartang Pajak Daenb. 
clan Retn"busi Dacrah tasebut PemeriD1aban Kabupatcn Giaoyar membentult Pendunm 
Daerab ten1ang Retn"busi Izin Gangguan. Pcmungutan Retribusi Izin Oanggwm barus 
efektif dan cfisicn berdasaubn primip drmokrasi, paneudaan dao keadilan, pmtisipati( 
dan akun1abili1aS. Tujum pemungumi Retn"busi Izin Gaogguan merupabn saJah satu 
smnber pcndapmo Dlerah K.abupatcn Gianyar yang penting, guoa membiayai 
pclaksanaan pemcrintahan, pcmbangunan clan pclayaoao kq,ada masyarakat Kabupatcn 
Gianyar. 

I. UMUM 

8erdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 194S, 
penyelenggaraan pcmerintaban, Negara Kr.sanaan Republik Indonesia ch"bagi mas 
daerah-daerab provinsi clan daerah-daerab kabupaten dan kota. Tiap-tiap daenlh tcrsebut 
mempunyai hak dan kewajiban mengatur clan mengurus senctiri urusan 
pc:merintBbanny untuk menmgbthn efisiemi din efektivitas penyelenggarun 
pcmcrintahan dan pclayanan kepada masyarakat. 

RETRIBUSI IZIN GANOOUAN 

TENTANG 

ATAS 

PERA11JRAN DAERAH KABUPATEN GIANY AR 

NOMOR 17 TAHUN 2010 

PENJELASAN 



Ayat(3) 
Cuk:up Jclas. 

Ayat(4) 
Hurufa 

Yang dimaksud dcngan gangguan kecil adalah gangguan yang 
diakiD&tkan oleh usaba seperti : toko pekaian, toko scpatu, toko bin, 
toko alat-alat olahraga, toko buku, pcrmakan I foto copy, toko mas I 
pemudB, toko meubc). toko onderdi). toko klontong, toko vahan 
bangumn, mini market, wamet,toko scluler, kantor uslha bidang 
jasa, kantor usaha bidang periwisata, kantor usaba bidang 
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Ayat(2) 
Cukup Jclas. 

x 1.000 
= 654 x ( 6 + 3 + 3 + 4 ) 

4 
= 2.616 .. 000,- 

4 

Rumus: 

I Pasal 9 
Ayat(l) 

Contoh : seorang pengusaba akan membangun usaba restoran. denpn 
luas 1mlpllt usaba 654 m2 yang berlokasi di Linglrungan 
Padang Tega). Ubud dengan modal Rp. 400.000.000,-. 
Dari unlian di atas dapat ditmtukan sebagai berikut : 

Luas tempat USllba 654 m2 
- Luas antara 500 m2 s/d 1.000 m2 dikeoekao indck 6 
- Lokasi di Jinglnmgan Padang Tegal Ubud termasuk lokasi 

di sdd1Br jQm kabupatm yang dikenabn indek 3 
- Indek pngguan ditmtukao berdaslltan jalis usaha 

dimana usaba restoran ditmplam mempunyai indek 
gangguan sedaog yang dikenakao indck 3 

- Usaha restoran dengan beogunan ter1utup, dikeoakan 1mif 
dasar Rp. 1.000,- 

- Modal di atas Rp. S0.000.000,- s/d Rp. S00.000.~ 
dikenakan indek 4 

Dcnpn demikian besamya tarif Retribusi lzin Gangguan 
dapat diperhitungkan ,cbapi berikut : 

Pasal 8 
Cukup jelas. 

Pasal 7 
Cukupjela. 
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Pasal 10 
Cukupjelas. 

Pasal 11 
Cukup jelas. 

Ayat (S) 
Cultup JeJas. 

Hurufc 
Yang dimaksud dengan gangguan berat adalah gangguan yang 
diala1>etkan oleh usaha seperti : pembangunan kontruksi untuk 
fasilitas ummn, hotel klasifikasi bintang, gudang depo transfer 
BBMJB~ industri/pabrik beton batching plan, industri I pabrik 
asphalt mixing plan, industri I pabrik makanen temak, industri 
penggapjian. kayu den pengolabmmya, industri sari bueb dlD air 
minlDDBD dalam kcmasan, industri pengalenpn ikan. industri 
penggilingan batu I pabrik batako I batu padas, industri garment dlD 
pencucian, industri vuJkanisir ban, haller I tempet penyosolrm beres 
denpn baas di atas l Ha, clan yang sejenis. 

Hurufb 
yang dimlksud dengan gangguen scxlang adalah ganggllllD yang 
dialal,atbn oleh usaha seperti : hotel klasifibsi melati, restaunmt, 
nnnah rnakan, usaba pariwisata den ln'bunm mnmn (spa, sa16n 
kecmtikan, 1rmpat rekrasi flora clan &um, gedung olah rap yang 
ditomersilbn, kolem renana. aeman mcreasi. usaha out bond, 
gechmg billyard, useba petemalam ayam deugen populasi di atas 
10.000 ekor, usaba petemalam babi dengan populasi di atas ISO ekor, 
nunab potong hewan dengan luas usaba di ms I Ha, perusabeen 
tenun I batik printing I konfeksi I germen tupa pencelupan, 
pcrusabun tawn dari bca, kayu I proses ~ I rotmi I blmbu, 
perusaban tabu I tanpc, pausahan es betu, super marled, komplck 
tuko I nnnah bntor clan pertokoan, useba bcnskel den cuci mobil, 
dealer I show room I sales dan service (mobil dm motor), Stashm 
Pengisian Behan Bakar Ummn (SPBU/SPBE), menara 
telekomunikasi, rumah sakit ummn SUBSta, rumah sakit bersalin, 
pergudaogen du. 1anpat kaja, den yang sejcnisnya. 

perdagangan, kantor usaha bid8Dg rekreasi dan lnl,unm. mnum, kantor 
usaha bidang ~ kantor usaha bidlmg kontraktor I k~ 
tempat kursus, gedung museum dan ruang pamer, apotik, toko obet, 
pondok wisa1a I villa, n.anah koatmbnlkoslpemonclobn. gymnasimn 
I fitness rma, bengbl sepeda motor, servis barang elektronik, 
penjabit (T~), klinik mmse•1, klinik benalin, praktek dokter, 
praktck sbi,,sW, praktek tabil,. laboratorium kliniklkesebatan, pusat 
ketcrampilan mcdi1asi d8D suprmudural. jasa laundry, jasa cuci motor, 
wanmg makan, toko bueb~ usaha ~inan rumeh 1lmga dan 
yang sejenisnya. 
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TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN GIANY AR NOMOR 17. 

Pasal 12 
Culwp jclas. 

Pasal 13 
Culwp jelas. 

Pasal 14 I 

Cukup jelas. 

Pasal 15 
Cukup jelas. 

Pasal 16 
Cukup jelas. 

Pasal 17 
Cukup jelas. 

Pasal 18 
Cukupjelas 

Pual 19 
Cukup jelas. 

Pasa120 
Cukup jelas. 

Pasal 21 
Cukup Jelas, 


